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Abstraksi 
Dalam Trias Politica kekuasaan Negara dibagi ke dalam 
tiga bidang, yang masing-masing kekuasaan berdiri dan 
berkuasa sendiri, tanpa ada campur tangan satu kekuasaan 
terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan Negara yang dibagi 
dalam tiga bidang itu, yaitu: “Kekuasaan pembuat Undang-
Undang (Legislatif), kekuasaan pelaksana Undang-Undang 
(Eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (Yudikatif)
.
 Pembagian 
kekuasaan Negara yang berdiri sendiri itu menggambarkan, 
bahwa teori tersebut lahir dari satu keadaan yang secara 
kronologis mempunyai latar belakang tersendiri, tentu saja jika 
teori ini dihubungkan dengan system kekuasaan Negara menurut 
konsepsi Islam akan dijumpai beberapa perbedaan selain 
mungkin terdapat segi persamaannya. 
 
Kata Kunci: Trias Politica, Politik Islam 
 
 
A. Pendahuluan 
Salah satu tuntutan naluriah manusia adalah kecenderungan 
untuk hidup bermasyarakat, karena menurut tabi’atnya manusia 
adalah makhluk social (Al-Insan Madaniyuun Bit Thab’i)1. 
Tuntutan inilah yang memustahilkan manusia dapat hidup 
sendirian, terasing dari dunia ramai, sebab dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya, manusia yang satu mempunyai 
ketergantungan kepada manusia lainnya. 
Faktor adanya ketergantungan antara sesama manusia itu 
yang kemudian menimbulkan kesepakatan bersama untuk saling 
bantu membantu dan tolong menolong, sehingga Thomas Hobes, 
John Locke dan Jean Jacques Rousenseau mengemukakan, 
                                                 
1
 Yusuf Musa Muhammad, Nizham al-Hukmi fi al-Islami, Daar al-Kutub al-
Arabi li at-Tiba’ah wa al-Nasyri, tth, hal. 9. 
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bahwa terbentuknya suatu masyarakat dan Negara karena adanya 
kontrak social (Teori Perjanjian Masyarakat)
2
. 
Kesepakatan antara anggota masyarakat itu juga terjadi 
antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan manusia 
menanggung resiko hidup menyendiri. Pada akhirnya setiap saat, 
baik secara cepat maupun lambat manusia akan selalu berupaya 
mencari manusia lain untuk dijadikan teman hidupnya yang 
mengantarkan ke arah tujuan yang diharapkan. Dari segi ini 
ternyata manusia mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai 
makhluk individu di satu pihak, dan sebagai makhluk social di 
lain pihak. Dari persentuhan kedua fungsi manusia tersebut pada 
gilirannya mengevolusi pada pembentukan masyarakat yang lebih 
luas (Negara). 
Islam sebagai satu-satunya agama yang haq telah 
memberikan jaminan yang pasti terhadap hidup dan kehidupan 
manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai 
makhluk social. Bahkan kepentingan pribadi dan kepentingan 
masyarakat dalam Islam diatur dan ditata secara harmonis dan 
seimbang, tidak berat sebelah apalagi saling mengalahkan. 
Keseimbangan hak perseorangan dan hak umum itu tidak lain, 
kecuali hanya untuk mengantarkan ummat manusia ke pintu 
gerbang kesejahteraan yang hakiki, lahir dan batin, di dunia kini 
maupun di akhirat nanti. 
M. Natsir mengemukakan: “…suatu idiologi yang 
menghidupkan semangat untuk berjuang mencapai kejayaan 
dunia dan akhirat. Semua itu terkandung dalam satu susunan, 
satu stelsel, satu kultur, satu ajaran, satu idiologi yang 
bernama…Islam”.3 
Kehidupan yang dikehendaki oleh syari’at Islam adalah 
kehidupan yang dapat membawa manusia menjadi ummat yang 
satu, terhindar dari segala bentuk perpecahan dan pertikaian, 
sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT: “Manusia 
adalah ummat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka 
Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan 
peringatan”.4 
                                                 
2
 Isywara F, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung, 1980, hal. 136. 
3
 M. Natsir, Capita Selecta, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. Hal.440. 
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Jakarta, 1983, hal. 51. 
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Dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat 
tersebut, dibutuhkan adanya kekuasaan pada manusia, sehingga 
dapat secara bebas menentukan nasib dan masa depannya sendiri. 
Oleh sebab itu, mengusahakan untuk membentuk dan mendirikan 
Negara dalam Islam adalah satu kebutuhan yang mutlak 
diperlukan, guna melaksanakan hukum-hukum Allah yang 
bersumber pada al-Qur’an dan al-Sunnah. 
Kendatipun  al-Qur’an tidak secara tegas menentukan bentuk 
negara Islam, namun satu hal yang principal, yaitu Negara dan 
kedaulatannya dalam Islam adalah milik Allah, seperti 
diterangkan dalam firmanNya: “Kepunyaan-Nyalah kerajaan 
langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala 
urusan” (QS. al-Hadid:5).5 
Adapun kekuasaan yang diberikan kepada manusia hanyalah 
sebagai amanat, sehingga membawa konsekwensi, ia wajib 
dita’ati, selama ia masih ta’at kepada ketentuan Allah dan 
RasulNya, tetapi jika ia menyeleweng, tidak ada keta’atan bagi 
manusia untuk mengikutinya. Rasulullah Saw. bersabda: 
“Tidak boleh patuh kepada seorang makhluk dalam hal 
ma’shiyat kepada Allah (Khaliq)”. (HR. Ahmad dari Ibnu 
Umar).
6
 
Atas dasar ini, maka bentuk dan system kekuasaan Negara 
menurut konsepsi Islam mempunyai  ciri khas tersendiri yang 
berbeda dengan bentuk dan system kekuasaan Negara yang lain. 
Sementara itu, seorang sarjana Perancis Montesquieu, ahli 
tata Negara berdasarkan filsafat, pada tahun 1948 membuat teori 
pembagian kekuasaan dalam Negara yang dinamakan “Trias 
Politica”. Teori tersebut dibentangkan dalam bukunya “De 
L’esprit des lois”, setelah dia bermukim di Inggris selama dua 
tahun, antara lain mempelajari system parlementer di Negara 
tersebut. Sebelum itu pada tahun 1721, dalam karangannya yang 
berjudul “Letter Persanes” dia telah menggugat kesalahan-
kesalahan berbagai pemerintah dalam bidang politik, social dan 
kesusasteraan. 
Menurut teori “Trias Politica” bahwa kekuasaan Negara 
dibagi ke dalam tiga bidang, yang masing-masing kekuasaan 
                                                 
5
 Ibid, hal. 1990. 
6
 Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Abi Bakr al-Suyuthi, al-Jami’us Shaghir 
fi Ahaditsi al-Bashir al-Nazhir, Dar al-Kutub al-Arabi Li al-ttiba’ah wa al-
Nasyri, Mesir, 1967, hal.168. 
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berdiri dan berkuasa sendiri, tanpa ada campur tangan satu 
kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan Negara yang 
dibagi dalam tiga bidang itu, yaitu: “Kekuasaan pembuat 
Undang-Undang (Legislatif), kekuasaan pelaksana Undang-
Undang (Eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (Yudikatif)
7
. 
Pembagian kekuasaan Negara yang berdiri sendiri itu 
menggambarkan, bahwa teori tersebut lahir dari satu keadaan 
yang secara kronologis mempunyai latar belakang tersendiri, 
tentu saja jika teori ini dihubungkan dengan system kekuasaan 
Negara menurut konsepsi Islam akan dijumpai beberapa 
perbedaan selain mungkin terdapat segi persamaannya, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan judul: 
“Tinjauan Islam Terhadap Teori Trias Polotica” 
 
B. Trias Politica DAN Permasalahannya   
A. Pengertian Trias Politica 
Trias Politica berasal dari bahasa latin yang berarti 
“kekuasaan politik tiga serangkai; pembuat undang-undang, 
pelaksana undang-undang dan kehakiman”8. 
Yan Pramadyapuspa dalam “Kamus Umum Populer” 
mengartikan Trias Politica dengan “teori ketatanegaraan 
dimana tiga kekuasaan pokok harus berdiri sendiri satu di 
antaranya tanpa di pengaruhi oleh yang lain. Tiga kekuasaan 
itu adalah; 1. Kekuasaan legislatif ( pouvoir legislative ); 
kekuasaan pembuat undang-undang , 2. Kekuasaan eksekutif ( 
pouvoir executive ) ; kekuasaan melaksanakan undang-undang, 
dan 3. Kekuasaan yidikatif ( pouvoir judiciare ) yaitu 
kekuasaan mengadili, penemu teori trias politica tersebut 
adalah Montesquieu ( 1689 – 1755 ) sarjana Perancis terkenal 
sebagai penemu atau penulis buku “ L’Esprit des Lois”9. 
Pengertian Trias Politica secara terperinci dan lebih 
lengkap lagi di terangkan oleh Miriam Budiarjo, bahwa yang 
di maksud “ Trias Politica adalah suatu perinsip normatif yang 
membagi kekuasaan negara kepada tiga macam kekuasaan 
yaitu” 
                                                 
7
 A. Hasjmy, Di mana Letaknya Negara Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hal. 
223. 
8
 A.G. Pringgodigdo dan Hassan Shadily, Ensiklopedia Umum, Yayasan 
Kanisius, Yogyakarta, 1977, hal.7. 
9
 Yan Pramadyapuspa, Kamus Umum Populer, Aneka, Semarang, 1975, 
hal.350. 
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Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat 
undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule 
making function ); 
Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan 
undang-undang   (dalam peristilahan baru sering disebut rule 
application function ); 
Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili 
atas pelanggaran undang-undang ( dalam peristilahan baru 
sering disebut rule adjudication function )”10. 
Pembagian kekuasaan negara seperti tersebut di atas, 
Ismail Suny,  menyebutnya dengan Tri chotomi. Ketiga 
pembagian kekuasaan itu di Amerika Serikat dan negara-
negara yang telah mengambil contohnya, dipandang sebagai 
“The farther of the constitution”.11 
B.  Latar Belakang Teori Trias Politica 
Motesquieu bukanlah orang pertama pencetus teori ini, 
sebab sebelumnya John Locke seorang filosuf Inggris ( 1632-
1704 ) telah mengemukakan kosep ini dalam bukunya yang 
berjudul “ Two Treatises on Civil Government” tahun 1690 
yang di tulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari 
raja-raja Stuart, serta untuk membenarkan Revolusi of 1688 
yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut 
Locke “kekuasaan negara di bagi dalam tiga kekuasaan yaitu; 
Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan 
federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain”.12 
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1748, 
barulah Montesquieu memperkembangkan pemikiran Locke 
ini dalam bukunya “L’ Esprit des Lois” ( The Spirit of The 
Law ).
13
 
Oleh karena itu Montesquieu sangat di pengaruhi oleh 
pemikiran John Locke seperti diungkapkan oleh  Deddy 
Ismatullah bahwa : “Pemikiran John Locke sangat 
berpengaruh dalam karya ilmiah (Montesquieu). Menurutnya, 
fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan 
                                                 
10
 Mirriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1981, 
hal.151. 
11
 Isma’il Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 
1977, hal.15. 
12
 Kranenburg dan B. Sabaruddin, Ilmu Negara Umum, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1980, hal.102. 
13
 Mirriam Budiardjo, Loc-Cit. 
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lembaga negara, yaitu: Kekuasaan Legislatif  ((adalah yang 
membentuk Undang-Undang), Kekuasaan Yudikatif (adalah 
yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan memberikan 
putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga) dan 
Kekuasaan Eksekutif (adalah yang melaksanakan Undang-
Undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian 
dengan negara-negara lain, menjaga tata tertib, menindas 
pemberontakan dan lain-lain.
14
 
Menurut F. Isywara, baik John Locke maupun 
Montesquieu, pembagian kekuasaan yang terdapat dalam teori 
Trias Politica ini juga diilhami oleh teori bentuk-bentuk 
pemerintahan yang dikemukakan Aristoteles.
15
 
Montesquieu yang lebih dikenal sebagai penemu teori ini, 
antara lain karena sekitar abad ke 18 dan ke 19 teori ini cukup 
berpengaruh, terutama di Amerika Serikat, sehingga dokumen 
itu dianggap yang paling banyak mencerminkan Trias Politica 
dalam konsep aslinya. Akibat memegang teori ini, saat itu 
Presiden Amerika Serikat tidak dapat dijatuhkan oleh Kongres 
selama masa jabatan empat tahun, sementara pihak Kongres 
itu sendiri tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Presiden 
maupun Menteri tidak boleh merangkap menjadi anggota 
Kongres seperti Perdana Menteri Agung, mempunyai 
kedudukan yang bebas, oleh karena itu para hakim Mahkamah 
Agung sekali diangkat oleh Presiden, serta selama berkelakuan 
baik, memegang jabatannya seumur hidup atau sampai saatnya 
mengundurkan diri secara sukarela.
16
 
Perbedaan Trias Politica yang dikemukakan oleh John 
Locke dengan Montesquieu antara lain pada kekuasaan 
Kehakiman. Menurut Locke kekuasaan Kehakiman termasuk 
wewenang eksekutif, karena tugas mengadili termasuk ruang 
lingkup pelaksanaan Undang-Undang.  Sedangkan menurut 
Montesquieu, kekuasaan kehakiman harus dipegang oleh satu 
orang (lembaga tersendiri yang tidak mempunyai hubungan 
dengan lembaga legislatif dan eksekutif), sebab jika tugas 
yang ada pada lembaga yudikatif itu tidak terpisah, tidak lain 
hanyalah malapetaka. Hal ini dapat difahami, karena sehari-
                                                 
14
 Deddy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi 
Madinah, Pustaka, at-Tadbir dan Sahifa, Bandung, 2006, hal.37. 
15
 F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung, 1980, hal.180. 
16
 Mirriam Budiardjo, Op-Cit, hal.153. 
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harinya Montesquieu bertugas sebagai hakim. Demikian pula 
sebaliknya kekuasaan luar negeri yang disebut oleh John 
Locke sebagai kekuasaan federatif, Montesquieu 
memasukannya ke dalam kekuasaan eksekutif. 
Oleh karena itu Trias Politica yang dikehendaki oleh 
Montesquieu adalah ketiga kekuasaan itu (legislatif, eksekutif, 
yudikatif) haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai 
tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang 
menyelenggarakannya.
17
 
C.  Eksistensi Teori Trias Politica 
Kata eksistensi yang dimaksudkan di sini adalah 
keberadaan, yaitu seberapa besar pengaruh teori Trias Politica 
ini dalam dunia ketatanegaraan hubungannya dengan 
pembagian kekuasaan. Walaupun Trias Politica dicetuskan di 
Inggris untuk pertama kalinya, namun cukup besar 
pengaruhnya dalam dunia ketatanegaraan. Bukan hanya di 
Amerika Serikat dan Inggris, bahkan di negara-negara Eropa 
Barat seperti Jerman dan negeri Belanda, doktrin Trias 
Politica memainkan peranan penting, “terutama telah 
mempengaruhi perumusan-perumusan mengenai negara 
Hukum Klasik dari sarjana-sarjana Hukum seperti Kant, 
Fichte dan sebagainya”.18 Pengaruh ini antara lain diakui oleh 
Wirjono Prodjodikoro, bahwa “gagasan tentang pembagian 
kekuasaan ini ternyata diturut di seluruh dunia dari zaman ke 
zaman sampai sekarang”.19  
Teori ini demikian berpengaruh terutama abad ke 18-19, 
karena doktrin ini mempunyai konsep yang ideal, yaitu 
terjaminnya hak-hak rakyat secara sempurna, sehingga 
kemerdekaan itu dapat diwujudkan dalam arti yang sebenar-
benarnya. Tujuan ini hanya dapat dan memungkinkan untuk 
dicapai, apabila antara kekuasaan yang ada terdapat pemisahan 
secara jelas dan tegas. Tetapi jika antara lembaga kekuasaan 
itu ada campur tangan satu sama lain, maka hasilnya akan 
melahirkan kesewenang-wenangan dari seorang penguasa. 
Oleh karena itu, Usep Ranuwiharja menyatakan, bahwa “yang 
                                                 
17
 Ibid, hal.152. 
18
 Ibid, hal.154. 
19
 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Eresco, Jakarta, 
1981, hal.67. 
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dimaksud oleh Montesquieu sebagai penggambaran keadaan 
dalam rangka baik buruknya sistem politik”.20 
Sepanjang perjalanan sejarah kenegaraan, bahwa kalau 
kekuasaan itu tidak ada pembatasan yang jelas, kesewenang-
wenangan selalu saja terjadi. Karenanya menurut Wirjono 
Prodjodikoro bahwa tidak dapat diingkari kebenaran gagasan 
Montesquieu tersebut di atas. Selama manusia tetap bersifat 
manusia seperti dahulu kala sampai sekarang, maka seorang 
manusia yang memegang kekuasaan, “harus dibatasi 
kekuasaannya, agar tidak membahayakan kepentingan orang 
lain. Dan pembatasan ini amat efektif, apabila gagasan 
Montesquiue dilaksanakan secara konsekuen”. 21 
Barangkali di sinilah salah satu keistimewaan yang 
terdapat dalam teori Trias Politica, karena yang menjadi 
tujuan inti dari teori ini tidak lain, kesewenang-wenangan dari 
pihak penguasa dapat dihindarkan, kalau bisa tidak usah 
terjadi, sehingga hak rakyat benar-benar dapat dijamin 
terlindungi. 
Sungguhpun Trias Politica itu dipandang sebagai suatu 
teori yang ideal untuk diterapkan dalam pembagian kekuasaan 
negara, namun harus diakui, bahwa dalam kenyataanya tidak 
ada negara yang melaksanakan teori tersebut secara murni. Hal 
ini antara lain dinyatakan oleh Van Apeldoorn, bahwa ajaran 
itu sangat besar pengaruhnya kepada konstitusi-konstitusi dari 
abad ke-18 dan ke-19, tetapi di mana-mana “tidak ada yang 
dilakukan secara konsekuen. Seperti Nederland delegasi 
kekuasaan perundang-undangan terhadap pegawai pada 
dewasa itu masih terus semakin dipandang biasa. Pemisahan 
kekuasaan yang tajam, sebagai yang diingini Montesquiue, 
praktis tidak dapat dijalankan”. 22 Tugas hakim misalnya, tidak 
pernah hanya terbatas pada mempraktekkan undang-undang; 
sepanjang seluruh zaman selalu saja peradilan ikut membentuk 
hukum. 
Pemisahan kekuasaan dalam arti terpisah sama sekali, 
memang dalam prakteknya mendapat kesulitan, sebab 
                                                 
20
 Usep Ranuwiharja, Hukum Tata Negara Indonesia, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1960, hal.176. 
21
 Wirjono Prodjokoro, Op-Cit, hal. 66. 
22
 L.J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta 
1981, hal. 315. 
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meskipun seorang penguasa eksekutif kadang-kadang 
“menjalankan tugas sebagai pembentuk peraturan atau sebagai 
hakim”, 23 atau ada seorang hakim kadang-kadang 
menjalankan tugas sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, 
atau suatu badan legislatif kadang-kadang menjalankan tugas 
sebagai penguasa yudikatif. 
Lebih-lebih di negara berkembang di mana kehidupan 
ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta 
badan eksekutif mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, 
“Trias Politica dalam arti pemisahan kekuasaan, tidak dapat 
dipertahankan lagi”. 24 
Timbulnya beberapa hambatan dan kesulitan teori Trias 
Politica dalam praktek, ternyata sempat pula mengundang para 
ahli untuk tidak menyetujui pendapat Montesqueu ini. Di 
anatara para ahli itu adalah Mac Iver dengan ungkapannya: 
“The absolute separation of powers prescribed by Montesque 
is obviously impossible (pemisahan mutlak dari kekuasaan-
kekuasaan seperti digambarkan oleh Montesquieu adalah 
terang tidak mungkin)”. 
H.J. Laski dalam bukunya “A Grammar of Politics” juga 
menyatakan: “It is not, I think, possible as to define the are of 
each of these three authorities, that each remains independent 
and supreme in its alloted territory”. 25 (Saya pikir, tidaklah 
mungkin untuk menetapkan luas bidang masing-masing dari 
tiga kekuasaan ini sedemikian rupa, bahwa masing-masing 
tetap merdeka dan berdaulat dalam bidang yang ditetapkan 
bagi masing-masing kekuasaan itu. 
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau teori ini 
sebenarnya tidak ada di manapun yang sanggup 
melaksanakannya seperti yang diharapkan oleh Montesquieu. 
Demikian pula di Inggris yang bersifat parlementer, doktrin 
pemisahan kekuasaan ini sebenarnya tidak berlaku. Tetapi ia 
penting dalam alam pikiran ketatanegaraan. “Walaupun Trias 
Politica ini tidak dilaksanakan di Amerika Serikat, namun alat-
alat perlengkapan negara yang melakukan tugas ini dapat 
dibeda-bedakan”.26 
                                                 
23
 Wirjono Prodjokoro, Loc-Cit, 
24
 Miriam Budiardjo, Op-Cit, hal. 155. 
25
 Ibid, hal. 65. 
26
 Isma’il Sunny, Loc-Cit. 
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Hal ini diakui pula oleh Montesquieu sendiri bawah 
Inggris yang menurutnya merupakan suri tauladan dari sistem 
pemerintahan berdasarkan Trias Politica, “Sama sekali tidak 
ada pemisahan kekuasaan, malahan terlihat adanya satu 
perjalinan yang erat antara badan eksekutif dan badan 
legislatif. Pengakuan Montesqueu ini terbukti dengan ucapan 
beliau: 
“Ce n’est point a moi a examier si les Anglois jouissent 
actuellement de cette liberate, ou non. Il me suffit de dire 
qu’elle est etabliee par leur lois et jen n’en cherche pas 
advantage”. 
(Bukanlah urusan saya untuk memeriksa, apakah orang-
orang Inggris menikmati kemerdekaan itu atau tidak. 
Cukuplah saya katakan bahwa hal itu berdasarkan hukum 
mereka, dan saya tidak mencari lagi”. 27 
Pernyataan beliau tentu pengakuan yang jujur berdasarkan 
fakta, bahwa di Inggris yang dianggap oleh beliau sebagai 
percontohan dalam melaksanakan Trias Politica, ternyata 
keadaaanya lain; sebenarnya demikian pula keadaan di 
Amerika Serikat seperti yang telah dinyatakan oleh Ismail 
Sunny tersebut di atas. 
 
C. Analisis Terhadap Teori Trias Politica 
Setelah penulis melakukan pembahasan seperlunya, 
sampailah kepada suatu analisis terhadap teori Trias Politica 
dalam pandangan Islam. Untuk mengarahkan pembahasan ini, 
penulis akan membatasi pada tiga hal, yaitu: 
1. Segi-segi persamaan dan perbedaannya antara sistem 
kekuasaan negara menurut konsepsi Islam dengan sistem 
kekuasaan negara menurut teori Trias Politica. 
2. Adakah hubungan antara lembaga-lembaga kekuasaan negara 
menurut konsepsi Islam atau pemisahan sama sekali seperti 
yang terdapat dalam teori Trias Politica. 
3. Kemungkinan bisa tidaknya Islam menerima teori Trias 
Politica sebagai sistem kekuasaan negara. 
A. Segi-segi persamaan dan perbedaannya antara system 
kekuasaan Negara menurut konsepsi Islam dengan 
system kekuasaan Negara menurut konsepsi teori Trias 
Politica 
                                                 
27
 Kranenburg dan Sabaruddin, Loc-Cit. 
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Sebelum penulis membahas bagian pertama ini lebih 
lanjut, dipandang perlu meluruskan maksud dan niat 
sesungguhnya dari uraian ini, agar tidak timbul kesan yang 
kurang baik, sebab menurut Sayyid Qutub, mencari kaitan, 
persamaan atau menghubungkan antara Islam dengan sistem 
Barat, hanyalah timbul dari “perasaan rendah diri terhadap 
sistem Asing”, bahkan menurutnya “memasukkan unsur Asing 
ke dalam Islam dapat dijadikan jaminan kehancurannya”.28 
Analisis yang akan diungkapkan oleh penulis dalam 
tulisan ini tidak ada maksud sedikitpun perasaan rendah diri 
apalagi untuk menghancurkan Islam, bahkan justru sebaliknya, 
penulis hendak ikut menjawab terhadap tuduhan Barat yang 
seringkali merendahkan Islam. Dengan tulisan ini diharapkan 
membantu mempertahankan agama Allah yakni al-Islam, 
sesuai dengan sabda Nabi Saw.: “Islam itu tinggi, dan tidak 
ada yang dapat melebihi ketinggiannya” (HR. Daruquthni dari 
‘Amr al-Mazani).29 
1. Segi-segi Persamaannya 
Mendapatkan bentuk maupun sistem kekuasaan negara 
dalam Islam, lebih banyak diperoleh dari fakta sejarah, yakni 
apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para 
khalifah berikutnya. Dan persamaan yang dimaksudkan di 
sini bukanlah berkonotasi “identik” tetapi hanya semacam 
“kemiripan”. Beberapa kemiripan antara sistem kekuasaan 
negara menurut Trias Politica dengan kekuasaan negara 
menurut Islam, antara lain sebagai berikut: 
a). Islam dan teori Trias Politica, keduanya mengenal apa 
yang dinamakan tiga serangkai pembagian kekuasaan negara. 
Dalam Islam dikenal lembaga-lembaga kekuasaan itu ialah: 
Sulthatah al-Tasyri’iyah, Sulthah al-Tanfizdiyah dan Sulthah 
al-Qadhaiyah.
30
 Sedangkan dalam teori Trias Politica 
dikenal apa yang disebut lembaga Legislatif, lembaga 
Eksekutif dan lembaga Yudikatif. Ketiga fungsi lembaga 
kekuasaan itu dalam Islam telah dipraktekkan langsung oleh 
                                                 
28
 Sayyid Qutub, Al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al Islam, alih bahasa: Afif 
Muhammad, Keadilan Sosial Dalam Islam, Pustaka, Bandung, 1404/1984, 
hal.123. 
29
 Al-Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, Subulus Salam, juz IV, Daar 
al-Fikri, Beirut, tth, hal.68. 
30
 Nazmuddin, Diktat Fiqih Siyasi Dusturi, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Gunung 
Djati, Serang, 1983, hal.23. 
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Nabi Saw. sendiri. Sebagai pemegang kekuasaan Legislatif, 
nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah dan beliau 
menyusun undang-undang penjelasan dan peraturan 
pelaksanaannya yang dinamakan al-Sunnah. Dalam masalah 
yang menyangkut soal-soal politik dan kemasyarakatan, 
beliau sering bermusyawarah dengan para sahabat, dan 
selanjutnya dengan para cerdik cendekiawan atau sering 
dikenal dengan Ahlul Halli Wal’aqdi. Sedangkan sebagai 
pemegang kekuasaan Yudikatif, Rasulullah selalu 
menyelesaikan segala persoalan hukum yang timbul di 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 23 
Konstitusi Nabi sebagai berikut: “Apabila timbul perbedaan 
pendapat di antara kamu di dalam suatu perkara, maka 
kembalikanlah penyelesaiannya kepada (hukum) Tuhan dan 
keputusan (Muhammad).
31
 Sesuai dengan firman Allah Swt. 
“… Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”32 
b). Islam dan toeri Trias Politica, pada intinya membenci 
penindasan dan perampasan hak-hak rakyat, sehingga 
kesewenang-wenangan dari penyelenggara negara sedapat 
mungkin dapat dihindari. Salah satu prinsip dalam 
pemerintahan Islam, suara rakyat benar-benar dihargai 
melalui forum musyawarah, dan Islam menjunjung tinggi 
hak-hak asasi manusia, sehingga sejarah telah mencatat, 
bahwa Islamlah yang pertamakali mengadakan 
pemberantasan secara menyeluruh terhadap perbudakan.
33
 
Adanya pemisahan kekuasaan yang dikehendaki dalam teori 
Trias Politica sebenarnya untuk menutup terjadinya 
kesewenang-wenangan pihak penguasa. Lebih-lebih dalam 
Islam, bahwa kekuasaan kepala negara tidak boleh lepas dari 
prinsip-prinsip syari’at dan memperhatikan hak-hak rakyat, 
prinsip musyawarah harus benar-benar dijunjung tinggi, 
sehingga Ibnu ‘Athiyah pernah menyatakan: 
                                                 
31
 Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad SAW. Konstitusi Negara 
Tertulis Yang Pertama di Dunia, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hal.25. 
32
 QS. al-Nisa: 4:59. 
33
 QS. Al-Balad: 90:12-3. 
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“Permusyawaratan adalah salah satu kaidah hukum dan 
dasar perundang-undangan. Pemimpin yang tidak 
bermusyawarah dengan ahli agama, wajiblah ia 
disingkirkan”.34  
c). Islam dan teori Trias Politica hendak mendudukan 
manusia di hadapan hukum dalam kedudukan yang sama, 
sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam arti yang 
sesungguhnya. Pemegang kekuasaan kehakiman dalam Islam 
haruslah orang-orang yang memenuhi syarat, karena 
dipundaknyalah terpikul tugas untuk menggali hukum-
hukum Islam yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam 
nash, atau nashnya tidak jelas. Oleh karena itu pada awal 
pemerintahan Islam, kekuasaan kehakiman ini dipegang 
langsung oleh Rasulullah. Dalam teori Trias Politica, 
lembaga Yudikatif (kekuasaan kehakiman) harus bebas dari 
segala pengaruh, bahkan harus dipusatkan betul demi 
terwujudnya keadilan. Dengan prinsip musawah (persamaan) 
dalam Islam, sebenarnya hendak mendudukan manusia 
dengan kedudukan yang sama di hadapan Allah tanpa ada 
sedikitpun perbedaan kecuali ketaqwaannya.
35
 Dalam 
konstitusi Madinah pasal 1 dinyatakan: “Sesungguhnya 
mereka adalah satu bangsa negara (ummat) bebas dari 
(pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya”.36 
2. Segi-segi Perbedaannya 
a). Dalam Islam ditemukan adanya kekuasaan Legislatif, 
Eksekutif dan Yudikatif, bukan berdasarkan teori, tetapi 
digali dari kenyataan sejarah, bahwa Rasulullah dan para 
khalifah berikutnya dalam melaksanakan tugas 
kekhalifahannya pernah menjalankan fungsi-fungsi itu. 
Sedangkan dalam Trias Politica, pemisahan kekuasaan itu 
baru bersifat teori, sehingga sampai sekarang tidak ada 
negara yang secara murni melaksanakan teori tersebut. 
Lembaga Legislatif dalam Islam disebut Sulthah al-
Tasyri’iyah terbukti dengan adanya Majelis Syura, yang 
anggota-anggotanya antara lain para cerdik sendekiawan 
                                                 
34
 Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad Saw, Konstitusi Negara 
Tertulis Yang Pertama Di Dunia, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hal.25. 
35
 QS. al-Hujuran: 49:13 
36
 Zainal Abidin Ahmad, Ilmu Politik Islam II, Konsepsi Politik dan Idiologi 
Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal.21. 
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termasuk ahli-ahli agama, mereka lebih dikenal dengan 
Ahlul Halli wa al-‘Aqdi. Pada zaman Rasulullah lembaga 
itu belum terbentuk secara rapih, tetapi fungsi beliau 
sebagai pemegang kekuasaan Legislatif sudah 
dilaksanakan. 
Adanya lembaga Eksekutif atau disebut Sulthah al-
Tanfizhiyah, seorang kepala negara dalam Islam harus 
mampu mengemban syari’at yakni melaksanakan hukum-
hukum Allah, baik yang terdapat di dalam al-Qur’an dan al-
Sunnah maupun apa yang telah disepakati dalam Majelis 
Syura.  
Sedangkan lembaga Yudikatif (kekuasaan kehakiman) atau 
Sulthah al-Qadhaiyah ini dapat dilihat dengan adanya 
persyaratan kepala negara harus seorang mujtahid, sehingga 
dapat menentukan hukum yang tidak terdapat secara 
eksplisit di dalam nash. Kekuasaan kehakiman ini baru 
dilaksanakan secara tertib pada masa khalifah Umar bin 
Khattab. Pada masa Rasulullah, tugas ini dilaksanakan oleh 
beliau sendiri, demikian pula pada masa Abu Bakar, Abu 
Bakarlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman ini. 
b). Kalau Islam mengenal teori Trias Politica (pembagian 
kekuasaan), sumber aslinya adalah wahyu, yang mutlak dan 
dijamin kebenarannya
37
, tidak terdapat kealpaan dan 
kekurangan.
38
 Sedangkan teori Trias Politica bersumber 
dari pemikiran manusia (filsafat), bahkan dari segi lahirnya 
saja, teori tersebut sebagai unjuk perasaan (kritik) kepada 
penguasa di Inggris yang saat itu bertindak sewenang-
wenang, sehingga hak-hak rakyat nyaris diterlantarkan. 
Karena Islam sumbernya wahyu dari Allah Tuhan Yang 
Maha Kuasa di atas segala yang berkuasa di muka bumi, 
maka keberadaannya tak dapatlah dikonfrontir hanya 
dengan teori atau pendapat yang secara mutlak produk 
pemikiran manusia. Jaminan kebenaran dan keluhuran 
Islam, antara lain dapat dilihat dalam firman Allah: 
(1). Surah Ali Imran ayat 19: 
         
                                                 
37
 QS.al-Baqarah: 2:147. 
38
 QS.al-An’am  : 6:38. 
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      “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 
hanyalah Islam.”39 
 
2). Surah Ali Imran ayat 85: 
                           
      
 
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, 
Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) 
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang 
yang rugi.”40 
 
(3). Surah al-Maidah ayat 3: 
                       
       
“..pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. “41 
 
c). Dalam Islam perkara-perkara yang prinsip tetap lestari, 
baik dalam sistem ibadah, mu’amalah, sosial, ekonomi 
maupun dalam sistem sosial politik kenegaraan, sehingga 
yang namanya prinsip musyawarah, sejak zaman nabi 
sampai zaman kini dan nanti, tetap harus dijunjung tinggi.
42
 
Sebab yang digunakan sumber asasi dalam Islam adalah 
wahyu yang bersifat absolut, mutlak dan konstan, kecuali 
perkara-perkara teknis yang selalu mengalami 
perkembangan dari masa ke masa, dan itu diserahkan 
kepada manusia. Rasulullah Saw. bersabda: “Kamu lebih 
tahu tentang urusan duniamu”.43 
                                                 
39
 Departemen Agama RI, Op-Cit, hal.78. 
40
 Ibid, hal.90. 
41
 Ibid, hal. 157. 
42
 QS. Ali Imran: 3:159 dan al-Syura: 42:38. 
43
 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Dahlan, Bandung, tth, hal.131. 
 58 
 
  Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2018 
Sedangkan dalam teori Trias Politica, nampak terjadi 
perkembangan dan mengalami perubahan yang prinsip. 
Montesquieu menemukan teori ini sebagai pengembangan 
dari Trias Politica yang dikemukakan oleh John Locke, 
sementara John Locke sendiri diilhami oleh pendapat 
Aristoteles, dan Aristoteles berumber dari gurunya Plato. 
Karena itu tidak mengherankan, kalau perpindahan dari 
para penemu terjadi perbedaan yang menyolok, bahkan 
mungkin penyimpangan jauh sama sekali. Misalnya antara 
John Locke dengan Montesquieu dan Aristoteles sudah 
sangat berbeda. Aristoteles tidak menyebut Trias Politica 
tetapi dengan sebutan tri-bagian. 
 
B. Ada tidaknya hubungan atau pemisahan sama sekali 
antar lembaga-lembaga kekuasaan Negara 
Dalam Islam, kekuasaan itu tak dapat dipisah-pisahkan 
dalam arti tidak ada hubungan sama sekali, sehingga 
kalaupun Islam mengenal apa yang dinamakan Trias 
Politica, sesungguhnya tak terdapat apa yang dimaksudkan 
oleh Montesquieu sebagai “pemisahan kekuasaan”, tetapi 
seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Asad, bahwa 
kekuasaan dalam Islam sebagai suatu sistem yang 
“integral”.44 Sementara menurut Abul A’la Al-Maududi 
diistilahkan dengan sistem “Khilafah Kolektif”.45 
Sedangkan dalam teori Trias Politica, kekuasaan negara itu 
harus dipisahkan, baik dalam fungsi maupun organnya, 
sehingga tiap-tiap lembaga kekuasaan negara itu berdiri 
sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali. Dalam 
Islam, sejarah telah mencatat, baik pada zaman Rasulullah 
maupun pada zaman Khulafaur Rasyidin, pemerintahan 
Islam hanya mengenal pemisahan fungsi, tetapi wewenang 
kepala negara tak dapat dipisahkan. 
Oleh sebab itu, dengan berpegang teguh kepada 
syari’at, maka seorang khalifah dalam pemerintahan Islam, 
dapat dan boleh menjalankan ketiga fungsi tersebut, yang 
penting memiliki kemampuan. Rasulullah Saw. bersabda: 
“Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan 
                                                 
44
 Muhammad Asad, Op-Cit, hal.75. 
45
 Abul A’la Al-Maududi, Op-Cit, hal. 67. 
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ahlinya, tunggulah saat kehancurannya”. (HR. Bukhari dari 
Abi Hurairah).
46
 
C. Kemungkinan bisa tidaknya Islam mmenerima teori 
Trias Politica 
Islam sebagai agama yang penuh dengan 
kesempurnaan (kaffah) dalam semua sistemnya, maka di 
sana sini terdapat semacam kemiripan atau titik-titik temu 
dengan teori-teori yang muncul kemudian, karena Islam 
kaya akan berbagai sistem yang bersifat universal. Kalau 
teori Trias Politica diartikan sebagai “pembagian 
kekuasaan menurut fungsi”, maka dipandang ada kemiripan 
dengan Islam, tetapi jika teori Trias Politica diartikan 
sebagai yang dikehendaki oleh pencetusnya yakni 
“pemisahan kekuasaan”, baik fungsi maupun organnya 
terpisah sama sekali, maka jelas teori ini tidak dapat 
diterima oleh Islam. Oleh karenanya Islam hanya dapat 
menerima teori Trias Politika dalam arti division of powers 
(pembagian menurut fungsi) dan bukan dalam arti 
separation of powers (pemisahan kekuasaan). 
 
D. Kesimpulan 
Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Teori Trias Politica adalah kekuasaan politik Negara tiga 
serangkai, yaitu: kekuasaan Pembuat Undang-Undang 
(Legislatif), kekuasaan Pelaksana Undang-Undang (Executive) 
dan kekuasaan Kehakiman (Yudicatif). 
2. Kehadiran Negara dalam Islam mutlak diperlukan, karena hal 
itu merupakan tuntutan syari’at demi kemaslahatan ummat. 
3. Islam tidak menentukan bentuk dan system kekuasaan Negara 
secara tegas, karena hal itu dipandang perkara teknis 
(ijtihadiah) yang pelaksanaannya tetap terkendali oleh prinsip-
prinsip syari’at. 
4. Sistem kekuasaan Negara dalam Islam tidak mengenal 
pemisahan secara dichotomis, tetapi  lebih bersifat integral 
atau kolektif, karenanya teori Trias Politica dalam Islam hanya 
ada berupa pembagian fungsi, bukan sebagai pemisahan 
kekuasaan. 
                                                 
46
 As-Suyuthi, Op-Cit, hal.36. 
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5. Islam mengenal lembaga kekuasaan Negara Legislatif (Sulthat 
al-Tasyri’yah), kekuasaan Eksekutif (Sulthat al-Tanfidziyah) 
dan kekuasaan Kehakiman (Sulthat al-Qadhaiyah). Hubungan 
antara ketiga lembaga kekuasaan Negara itu tidak terdapat 
pemisahan secara tajam. Karena itu, Islam hanya dapat 
menerima teori Trias Politica dalam arti pembagian 
kekuasaan menurut fungsi (division of powers) dan bukan 
dalam arti pemisahan kekuasaan (separation of powers). 
 
       
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